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ABSTRAK : - dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan untuk dapat memenuhi 
kebutuhan pangan di Kabupaten Banjar sampai dengan perseorangan yang 
tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, 
aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau dan tidak bertentangan dengan 
agama, keyakinan dan budaya masyarakat, maka diperlukan pengaturan 
mengenai penyelenggaraan cadangan pangan. 

Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Penyelenggaraan Cadangan Pangan sesuai dengan amanat PP Nomor 17 Tahun 
2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi  

 - dasar hukum Perda ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, UU Nomor 27 Tahun 1959, UU Nomor 8 Tahun 1999, UU Nomor 18 
Tahun 2012, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 
Tahun 2014, UU Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 17 
Tahun 2015, PP Nomor 45 Tahun 2017, PP Nomor 28 Tahun 2018. 
 

 - Pengaturan Penyelenggaraan Cadangan Pangan bertujuan untuk menjadi 
pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat dalam 
mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan di wilayahnya, mewujudkan 
tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan 
terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempermudah dan 
meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami keadaan darurat 
dan Krisis Pangan  akibat bencana alam dan bencana sosial serta menyediakan 
Bantuan Pangan untuk masyarakat rawan pangan, masyarakat miskin dan/atau 
daerah lain yang membutuhkan. 
 

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 1 April 2022. 
 

 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjar Nomor 
31 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok 
Daerah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 
31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 - Penjelasan 8 hlm. 

 


